BAB Il
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SURAT BERHARGA MILIK KLIEN
A. Pengertian dan Unsur-unsurTindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan delictum atau
delicta yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah
delict, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan
istilah strafbaarfeit, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan
feit.Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak
pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang
dapat dipidana.

Dalam hukum pidana dibedakan antara perbuatan atau tindak pidana
dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat
dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan
terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh
dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang,
yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang

Poernomo, pengertian strafbaar feitdibedakan menjadi :
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a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit”
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan
umum;

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian
“strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat

dihukum.!

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan
formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi
dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian
dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang

dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.?

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan
diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh
hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang

sebenarnya diharuskan oleh hukum).®

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi sebagaimana dikutip oleh Amir

Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

'Pompe dalam Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,
Bandung, Refika Aditama, him. 30.

“Ibid, hlm. 33.

3Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, him. 49.
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Subjek;
Kesalahan;

I

Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

o o

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).*

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana
atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah
dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya
suatu perbuatan sendiri berdasarkan asas legalitas (principle of legality) yang
menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan

(nullum delictum nulla poena sine lege poenali).

Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenale(tidak
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)berasal dari
Anselm von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Anselm von
Feurbach, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin, yaitu:

a. Nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana

menurut undang-undang;

b. Nulla poena sine crimine, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;

“E.Y Kanter dalam Amir llyas, Op.Cit, him. 24.
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c. Nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa

pidana menurut undang-undang.”
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung

makna bahwa:

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
jika belum diatur dalam suatu aturan undang-undang;

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh
digunakan analogi;

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strafbaar
feit mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam
dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang
melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Moeljatno
mengenai strafbaar feit ini, menggunakan istilah perbuatan pidana yang
diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa
melanggar larangan tersebut".’Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang

disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan

*Anselm von Feurbach dalam Amir llyas, Ibid, him. 13.
®Moeljatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rinekacipta, him. 54.
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pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang

membahayakan kepentingan hukum.

Perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam
hukum pidana. Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar
larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan
pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan
tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman
pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan
pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa” yaitu pelaku
perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban

dalam bidang hukum.

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana,
karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan
seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa
pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang
pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang
kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana

dan proses pelaksanaannya.
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Tujuan pengenaan pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli
hukum pidana, dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli
hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang

ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pemidanaan itu.’

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu
dijatunkan tetapi menjadi suatu keharusan. Hakikat suatu pidana adalah
pembalasan.? Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus
menerima sanksi itu demi kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang

adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat
adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas
pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin
melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya menurut teori pembalasan
tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan
olen pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama
adalah mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak

pidana tersebut.

"Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana Prenada Media, him. 127.
8Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, him. 31.
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Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur

obyektif.Menurut Soemitro unsur subyektif tindak pidana adalah unsur yang

melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinnya yaitu:

a.
b.

C.

d.

Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya;

Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan
tersebut;

Adanya perasaan takut.’

Selain itu, beliau juga mendefinisikan unsur obyektif adalah hal-hal

yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu

dilakukan dan berada di luar batin si pelaku, yaitu:

a.
b.

Sifat melawan hukum dari perbuatan itu;

Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu, pegawai
negeri sipil dan hakim;

Kausalitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat di

dalamnya.’®

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif

dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai

berikut:

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.Asas

hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (anact

*Ibid, him. 34.
O1pid, him. 36.
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does not make a person guilty unless the mind is guilty atau actus non facit
reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan
yang diakibatkan oleh kesengajaandan kealpaan.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan”

terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);

b) Kesengajaan  dengan  keinsyafan  pasti (opzet  als
zekerheidsbewustzijn);

c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus

evantualis).!!

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

a) Tak berhati-hati, dan
b) Dapat menduga akibat itu.?

b. Unsur Obyektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai
berikut:
a) Perbuatan manusia, berupa:
1) Act, yaitu perbuatan aktif, dan
2) Ommission, vyaitu perbuatan pasif (perbuatan yang
mendiamkan atau membiarkan).

b) Akibat (result) perbuatan manusia

"“Andi Jauzailah Dwi Saputri, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar), him. 22.

“Ibid
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Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh
hukum.Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan,
dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (circumstances)

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu

unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan

oleh hakim di pengadilan.®®

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur
objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

a) Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);

b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,
dan lain-lain;

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang
terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak
pidana menurut Pasal 308 KUHP.'

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

B_eden Marpaung, 2002, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar
Grafika, him. 9.

“p AF Lamintang, 2007, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra
Aditya Bakti, him. 193.
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a) Sifat melawan hukum atau wederrecttelijkheid;

b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai
negeri;

c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.™
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari pengertian di atas tersebut
tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia
yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang
melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur
tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-

mata mengenai perbuatannya.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasrakan kriteria dan tolak
ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan
tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas
dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan
dimuat dalam buku 11 dan pelanggaran dimuat dalam buku 111
Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan

(rechtdelicte) dan pelanggaran (wetsdelicten).Kejahatan diatur di dalam Buku

Il KUHP dan pelanggaran diatur di dalam Buku 111 KUHP.

B1pid, him. 194.
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Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada
alasan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-
perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk
dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian dalam UU, dan juga ada
perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU
menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut kejahatan dan yang kedua
disebut pelanggaran.*®

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan
dan di ancam pidana lebih berat daripada pelanggaran. Pelanggaran
merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak
pidana, karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam
pidana lebih ringan daripada kejahatan.

Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang
pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam
dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan
kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil
dan tindak pidana materil

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di

dalam undang-undang.Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang

*Chazawi Adami, Op.Cit, him. 123.
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dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.Perumusan
tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian
tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah
pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan
dipidana.

c. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif (delic commissions) dan tindak pidana pasif (delic
ommissions)

Menurut Chazawi Adami, bahwa tindak pidana aktif adalah tindak
pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif
adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan
dari anggota tubuh orang yang berbuat, dengan berbuat aktif orang melanggar
larangan.*’

Perbuatan aktif ini terdapat dalam tindak pidana yang dirumuskan
secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang

dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

YIbid, him. 129.
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Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada
suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani
kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu, yang apabila ketika seseorang tidak
melakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.'® Di
sini ia telah melakukan tindak pidana pasif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni
dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah
tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada
dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana
yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan
dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu
akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan,
sehingga akibat itu benar-benar timbul.*°

d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja

(dolus) dan tindak pidana yang tidak disengaja (culfa)

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana,
sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan

kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana

¥bid
“Amir llyas, Op.Cit, him. 31.
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culfa adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culfa
atau lalai.

Dari beberapa jenis-jenis tindak pidana yang diuraikan seperti di atas,
masih banyak jenis-jenis tindak pidana yang dibedakan atas dasar-dasar
tertentu, yaitu berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya. Maka dapat
dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika, misalnya pencurian
(Pasal 362 KUHP) dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama
atau berlangsung lama, misalnya perampasan kemerdekaan (Pasal 333
KUHP).

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
(semua tindak pidana yang termuat dalam KUHP) dan tindak pidana khusus
(semua tindak pidana yang termuat di luar kodifikasi), berdasarkan perlu
tidaknya pengaduan dalam hal penuntutannya dan dibedakan antara tindak
pidana biasa dan tindak pidana aduan. Dilihat dari sudut subjek hukumnya,
dibedakan antara delik communia (yang dapat dilakukan siapa saja) dan delik
propria (dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu,
misalnya seorang ibu yang membunuh bayinya, Pasal 342 KUHP).?° Tindak
pidana dengan kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara
sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu.
Demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya peduga-

dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum,

21bid, him. 32.
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misalnya : karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359
KUHP).

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu
lama atau berlangsung terus menerus
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk

terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja,
disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih
berlangsung terus menerus yang disebut dengan voordurende delicten.?
Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan
suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum
dan tindak pidana khusus
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku Il dan Buku III).
Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat
di luar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana

communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan

?!Pipin Syarifin, Op.Cit, him. 28.
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tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh
orang yang berkualitas tertentu
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk
berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang
khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja,
misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang
untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan
adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan
adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat
dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana diperberat dan
tindak pidana yang diperingan

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk
menjadi:
a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat
juga disebut dengan bentuk standar;

b) Dalam bentuk yang diperberat;
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c) Dalam bentuk ringan.?

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap,
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu pada
bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-
unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk
pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas
dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan
ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang
diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk

pokoknya.

C. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang
untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku Il Bab XXIV Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan
“verduistering” dalam bahasa Belanda.”Suatu tindak pidana, mengetahui
secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa
tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk

tindak pidana penggelapan.

him. 49.

2|bid
ZEffendy Rusli, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang, LEPPEN-UMI,
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Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang,
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada
padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana
penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya
sembilan ratus rupiah”.

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana
penggelapan yaitu:
Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih

tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak”atau
“penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang
diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan
hak”atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka
akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui
perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam
ketentuan tersebut.**

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang
penggelapan ini, bahwa:

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena
tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena
penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian
orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu
menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum,

maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.?

?Lamintang dalam Tongat, Op.Cit, him. 57.
#Ibid, him. 60.
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Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan
berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut:

Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan
secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda
diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata
yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau
gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan
haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana
tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi
kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena
kejahatan.”®

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata

penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil
mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut:

Penggelapan; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang
seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada
padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan
tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai
“verduistering” atau “penggelapan”.?’ Namun demikian untuk apa
yang dikatakan sebagai penggelapan itu sebagaimana yang dikatakan
dalam Pasal 372 KUHP.

Tindak Pidana penggelapan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP

Tahun 2015 pengaturan pasalnya terdapat dalam 6 pasal, yaitu mulai dari
Pasal 613 sampai dengan Pasal 618.

Pasal 613 RUU KUHP

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang
sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena

*Chazawi Adami, Op.Cit, him. 70.
?/C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Op.Cit, him. 252.
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penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku Il Bab XXIV juga
mengatur tentang tindak pidana penggelapan umum pada Pasal 372 yaitu:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang,
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada
padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana
penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya
sembilan ratus rupiah.

Pasal 614 RUU KUHP
Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber
mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka pembuat tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, dipidana karena penggelapan
ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku Il Bab XXIV juga
mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan
bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dari dua ratus lima
puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana
penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah.

Pasal 615 RUU KUHP
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 dilakukan
oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada
hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk
penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku Il Bab XXIV juga
mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal
374 yaitu:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu
karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat
upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.

Pasal 616 RUU KUHP

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 dilakukan
oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa
menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali,
pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga
sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat
tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku Il Bab XXIV juga
mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal
375 yaitu:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu

terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali

pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga

sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku
demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 617 RUU KUHP
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 berlaku
juga bagi tindak pidana sebaimana dimaksud dalam bab ini.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku Il Bab XXIV juga
mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376

yaitu:

71



Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang
diterangkan dalam bab ini.

Pasal 618 RUU KUHP

(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613,
Pasal 615, atau Pasal 616, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (1) huruf ¢ dan pencabutan hak satu atau lebih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dpat
dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku Il Bab XXIV juga
mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan Pasal 377

yaitu:

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat
memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak
tersebut dalam Pasal 35.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya,
maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan
Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP,
tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
a) Mengaku sebagai milik sendiri;
b) Sesuatu barang;
c) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:
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a) Unsur Kesengajaan;
b) Unsur Melawan Hukum.?®

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Objektif
a) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki
adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolaholah ia pemilik
benda itu.2’Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa
pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang
berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan
sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik
sendiri (menguasai)”, Tongat menyebutkan:

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini
merupakan unsur “subjektif’, tetapi dalam tindak pidana
“penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”.
Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan
tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur
tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang
dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu
hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud
untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu
terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya.Sementara
dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan ‘“menguasai”
tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan
tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada

*Tongat, Op.Cit, him. 71.
»Chazawi Adami, Op.Cit, him. 72.
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penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum

selesai.*

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak
pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai’ itu
harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah
dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

b) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak
mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya
tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan
sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai

unsur ini, menerangkan bahwa:

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai
adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan
barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak
melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat
melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan
perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-
benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin
terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.*

C) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

**Tongat, Op.Cit, him. 59.
*'Chazawi Adami, Op.Cit, him. 77.
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Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil
haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun
sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana
dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada
pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak
dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara
keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang
dimiliki oleh orang lain.

d) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari
menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk
sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini
termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan
tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana
pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah
yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai
bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam
penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan
karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan

pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa
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suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus
terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi
karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan
sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan
karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang
yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu
menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara
melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada
menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata
barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula
dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara
melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak
langsung dikuasai oleh orang tersebut. Mengenai perbuatan menguasai
benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai Van Bemmelen dan
Van Hattum mengatakan:

“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa
orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata.
Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut
secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu
benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu

benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk
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menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah
memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah

melakukan suatu penggelapan”.32

b. Unsur Subjektif
a) Unsur kesengajaan
Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam
penggelapan berarti:

1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki
benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya
itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu
perbuatan yang bertentengan dengan kewajiban hukumnya
atau bertentangan dengan hak orang lain;

2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu
menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;

3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan
perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang
disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian
atau seluruhnya;

4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang
lain berada dalam kekuasaannya bukun karena kejahatan.*

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada
dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh
karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang

yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk

**VVan Bemmelen dalam P.A.F Lamintang, Op.Cit, him. 131.
*Chazawi Adami, Op.Cit, him. 83.
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melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan
tindakan lain.
b) Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan
unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan
lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk
diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur
melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas.
Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian.
Perbedaan itu diantaranya adalah:

1) Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah
mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian
adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur
memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan
unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur
objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada
selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada
pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur
memiliki;

2) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku.
Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan

pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda
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tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu
kejahatan (pencurian). Namun demikian pada penggelapan
tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena
perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1) Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”,
merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan
dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut
oleh Sianturi sebagai berikut:

“Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum
memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah
sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula
menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**Jadi kesengajaan
dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan
sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat
yang dilarang dari perbuatannya.

2) Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau

memiliki secara melawan hukum”. Pengertian memiliki

Sianturi, 2003, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Jakarta,

Alumni, him. 622.
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secara melawan hukum dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut:

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959
tanggal 11 Agustus 1959 “memiliki berarti menguasai suatu
benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau
benda itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956
tanggal 8 Mei 1957, “memiliki yaitu menguasai sesuatu barang
bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang
atas barang-barang tersebut.*®

Jadi apabila barang tersebut berada di bawah
kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara
melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah
melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan
hukum.

3) Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”,
menurut Sugandhi adalah sebagai berikut:

Barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang berwujud
seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula
binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik
yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui
pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada

benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan

®bid, him. 622.
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dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan
pasal ini.*®

Menurut Sianturi bahwa: “Unsur barang sama saja
dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP.
Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai
ekonomis setidak-tidaknya bagi pemiliknya”.*’Hal tersebut
berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu
tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan
termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun
mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan
yang lainnya.

4) Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau
seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi
bahwa:

“Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan
perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan
hukum yang berlaku”.*®Selanjutnya Sianturi mengemukakan
bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya

ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap

376.

**Sugandhi, 2000,KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, him.

¥Sianturi, Op. Cit, him. 593.

®bid, him. 625.
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barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di
tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan
kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si

penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.

E. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Il Bab XXIV Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul ”Penggelapan”. Tindak pidana
penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai
dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan
menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP
yaitu kejahatan yang dilakukan sesorang yang dengan sengaja menguasai
secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian
merupakan kepunyaan orang lain. Namun orang tersebut dalam mendapatkan

barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan ringan
Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam

Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh
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seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya
tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa
yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak
merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang
khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga
”gequalifierde verduistering” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam
Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah
penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena
jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai
imbalannya.

Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan
dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas
benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator,
kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan
kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP
yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini
berarti seseorang Yyang mempunyai hubungan keluarga melakukan

penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota
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keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap
mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari
pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.
e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya
Jenis penggealapn ini tidak diatur dalam Buku Il Bab XXIV KUHP
melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut
”ambtsmisdrijven” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh
seorang pegawai negeri dalam jabatannnya disebut penggelapan jabatan.
Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415
dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang
karena jabatannya uang atau Kkertas berharga yang dalam jabatannya
menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh

orang lain.

F. Pengertian dan Fungsi Surat Berharga

Schelma mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja
dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang
disebut di dalamnya.®® Berlainan dengan Schelma, H.M.N Purwosutjipto
mendefinisikan secara singkat surat berharga sebagai bukti tuntutan uang,

pembawa hak, dan mudah diperjual-belikan. Berdasarkan definisi tersebut

¥Schelma dalam H.M.N Purwosutjipto, 2004, Pengertian Pokok Hukum Dagang
Indonesia, Jakarta, Djambatan, him. 5.
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suatu surat dapat disebut sebagai surat berharga jika memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut:

a. Surat bukti tuntutan utang;
b. Pembawa hak;
c. Dapat dengan mudah diperjual-belikan.*

Seperti pada Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menguraikan
bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti
hak, yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat. Surat tanda hak
bukti tersebut untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak yang
bersangkutan dan kepada yang bersangkutan akan diberikan sertifikat hak atas
tanah. Pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah
tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan.

Dalam UUPA tidak pernah disebut sertifikat tanah, namun seperti

yang dijumpai dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf ¢ ada disebutkan “surat tanda

“Ibid

85



bukti hak”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah
sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. Dan penulispun di sini membuat
pengertian yang sama bahwa surat tanda bukti hak adalah sertifikat.
Sebagaimana kalimat ini tersebut dalam sampul map yang berlogo burung
Garuda yang dijahit menjadi satu dengan surat ukur atau gambar situasi tanah

tersebut.

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “Certificat”
yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang
sesuatu. Jadi dikatakan sertifikat tanah adalah surat keterangan yang
membuktian hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan
tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah
tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang
dibuat oleh instansi yang berwenang.*! Inilah yang disebut sertifikat tanah

tadi.

Dalam PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat tanah adalah surat tanda bukti
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak
atas tanah, hak atas pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah
susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku
tanah yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat Kkita

simpulkan bahwa sertifikat tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat

“1bid, him. 8.
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ukur yang asli dijahit menjadi sampul. Buku tanah yaitu dokumen dalam
bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran
tanah yang sudah ada haknya. Sedangkan surat ukur adalah dokumen yang

memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar
dalam buku tanah. Data fisik (pemetaan ) meliputi letak tanah, batas-batas
tanah, luas tanah dan bangunan/tanaman yang ada diatasnya. Sedangkan data
yuridis berupa status tanah (jenis haknya), subjeknya, hak-hak pihak ketiga
yang membebaninya dan jika terjadi perisitiwa hukum atau perbuatan hukum,
wajib didaftarkan. Selanjutnya, sertifikat tanah hanya boleh diserahkan
kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah sebagai pemegang

hak atau kepada pihak yang diberikan kuasa oleh pemegang hak.

Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa sertifikat merupakan surat
tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran desa demi desa, karenanya ini
merupakan pembuktian yang kuat, baik subjek maupun objek ilmu hak atas
tanah.*’Di atas sudah disebut sertifikat adalah surat tanda bukti hak, oleh
karena itu telah kelihatan berfungsinya, bahwa sertifikat itu berguna sebagai

“alat bukti”. Alat bukti yang menyatakan tanah ini telah diadministrasi oleh

“Ali Achmad Chomzah dalam Boedi Harsono, Op.Cit, him. 72.
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Negara. Dengan dilakukan administrasinya lalu diberikan buktinya kepada

orang yang mengadministrasi tersebut.

Sertifikat tanah memiliki manfaat yang sangat penting dan
menguntungkan bagi setiap pihak yang memilik atau menguasai sebidang

tanah.Manfaat dari setifikat tanah adalah:

a. Dengan sertifikat tanah maka dapat dibuktikan secara
meyakinkan akan hak yang dimiliki atas sebidang tanah;

b. Sertifikat tanah sangat diperlukan dalam pengajuan
kredit bank sebab pihak bank berpendapat bahwa sertifikat tanah
adalah jaminan yang aman;

C. Bagi ahli waris, sertifikat tanah atas harga berupa
tanah yang diwariskan oleh pewaris akan jaminan hak-hak yang
akan diperoleh ahli waris atas tanah yang diwariskan tersebut;

d. Biasanya pada transaksi jual belii pembeli tanah akan
menawar harga tanah lebih tinggi apabila tanah yang diperjual
belikan telah memiliki sertifikat tanah;

e. Selain itu biasanya pula penjualan tanah yang telah

bersertifikat akan lebih mudah.*®
Bukti atau sertifikat adalah milik seseorang sesuai dengan yang tertera
dalam tulisan di dalam sertifikat tadi. Jadi bagi si pemilik tanah, sertifikat tadi
adalah merupakan pegangan yang kuat dalam hal pembuktian hak miliknya,
sebab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang secara hukum.

Hukum melindungi pemegang sertifikat tersebut dan lebih kokoh bila

*3H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit, him. 14
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pemegang itu adalah namanya yang ada dalam sertifikat. Sehingga bila yang
memegang sertifikat itu belum namanya maka perlu dilakukan balik namanya
kepada yang memegang sehingga terhindar lagi dari gangguan pihak lain.
Dengan demikian surat tanda bukti atau sertifikat tanah itu dapat berfungi
menciptakan tertib hukum pertanahan serta membatu mengaktifkan kegiatan

perekonomian rakyat.

G. Tindak Pidana Penggelapan Surat Berharga

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mengatur
mengenai ketentuan pidana Notaris yang melakukan tindak pidana
penggelapan surat berharga milik kliennya. Hal itu tidak berarti notaris kebal
hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya.
Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, bahwa tindak pidana
penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Perbedaan antara notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan
dengan warga sipil biasa tercantum dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
tersebut dikatakan sebagai berikut “untuk kepentingan proses peradilan,
penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis

Kehormatan Notaris berwenang”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka
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pemanggilan notaris untuk proses peradilan tidak dapat dilakukan dengan
begitu saja.

Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima
atau menolak permintaan persetujuan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban maka Majelis
Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan tersebut.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut
maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu.** Dalam
menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan
adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat
umum yang berwenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014, bukan merupakan kapasitas pribadi atau
individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

Pengaturan sanksi pidana bagi notaris yang melakukan tindak pidana
penggelapan surat berharga milik kliennya dikembalikan lagi ke dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana karena dalam Undang-undang Nomor 2

Tahun 2014 belum adanya ketentuan pidana yang mengatur. Penjatuhan

“Wawancara dengan Bapak Wisnu Wardhana Kasi Pidum Kejaksaan Negeri
Yogyakarta, pada Hari Senin, Tanggal 23 Maret 2017, Pukul 09.32 WIB.
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sanksi pidana kepada notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan surat
berharga berbeda dengan warga sipil, perbedaan tersebut terlatak dalam
dakwaan karena ancaman hukumannya lebih berat dimana notaris tersebut

akan dikenakan Pasal 372 dan Pasal 374.%°

H. Pengertian dan Macam-macam Klien

Klien adalah individu yang diberi bantuan professional oleh seorang
konselor atas permintaan dia sendiri atau orang lain. Klien yang datang atas
kemauannya sendiri karena dia membutuhkan bantuan, dia sadar bahwa dalam
dirinya ada masalah yang memerlukan bantuan seorang ahli.Klien atau
konseli, disebut pula helpee, yaitu orang atau individu yang perlu memperoleh

perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya.*

Pengertian klien dalam hal hukum adalah orang yang memperoleh
bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di
pengadilan.*’Klien atau konseli adalah individu yang memperoleh bantuan,
namun dia bukanlah objek atau individu yang pasif, atau statis, atau tidak
memiliki kekuatan apapun. Dalam konseling, klien merupakan subjek yang
mempunyai kekuatan, motivasi, kemauan yang kuat untuk berubah dan dia

adalah pelaku bagi perubahan yang ada pada dirinya.

“1bid
*H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit, him. 24.
“KBBI
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Keterangan-keterangan dari beberapa literatur menyebutkan bahwa
kehadiran klien untuk menjalani proses konseling bukan tanpa alasan,
melainkan ada kebutuhan, harapan yang mendesak, dan sudah menemui jalan
buntu, sehingga klien tersebut menyadari bahwa dirinya membutuhkan
bantuan  dari  seseorang yang  professional untuk  menangani
masalahnya.Berikut ini akan diuraikan berbagai macam Kklien yang

diungkapkan oleh Willis:

a. Klien sukarela;
b. Klien terpaksa;
c. Klienenggan;

d. Klien krisis.

Sama halnya dengan harapan, klien juga memiliki kebutuhan yang
menjadi alasannya mengikuti proses konseling. Kebutuhan tersebut tentu saja
adalah kebutuhan psikologis. Yang termasuk kebutuhan psikologis meliputi
kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, berprestasi, mandiri, pengakuan
sosial, dan kebutuhan harga diri. Beberapa klien yang datang atas dorongan
orang lain, bukan atas dasar keinginannya sendiri memiliki kebutuhan yang
sama, hanya saja seringkali terhalang oleh kecemasan apabila konselor
mengatahui sisi negatif atau keburukan yang dimilikinya. Dan terkadang klien
yang datang dengan keinginan sendiri justru tidak mengetahui apa kebutuhan

yang ingin ia penuhi.

92



93



